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BAB V 

PENUTUP 

Uraian pada bab ini akan mengakhiri seluruh pembahasan dalam tesis ini. 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan rekomendasi atas seluruh uraian 

tentang penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan di Kabupaten Sikka. 

5.1 Kesimpulan 

Kasus kekerasan tehadap perempuan di Kabupaten Sikka terjadi karena 

banyak faktor dan terjadi dalam banyak bentuk. Faktor terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan di Kabupaten Sikka yakni kedudukan perempuan yang masih 

rendah di dalam masyarakat, keadaan ekonomi yang masih rendah, tingkat 

pengetahuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang minim sehingga 

kekerasan terhadap perempuan dianggap persoalan biasa, hilangnya nilai-nilai 

pengharagaan terhadap kaum perempuan, dan relasi kuasa. Banyaknya faktor 

kekerasan terhadap perempuan ini memicu terjadi banyak bentuk kekerasan dan 

beragam pelaku kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 

seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan berbasis gender online. 

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak diimbangi dengan 

peningkatan penyelesaian kasus ini. Hal ini terjadi karena tidak semua kasus 

dilaporkan kepada pihak berwenang ataupun pada pemerintah dan lembaga adat 

sehingga sulit untuk dicari penyelesaian. Banyak korban melihat kasus yang 

terjadi padanya sebagai aib sehingga melaporkan kasus sama dengan 

mempermalukan diri sendiri. Penerapan hukum pidana justru membuat 

overcrowding karena tunggakan perkara yang semakin meningkat. Ini terjadi 
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karena jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan 

perkara, penerapan pasal kekerasan yang memerlukan waktu yang banyak karena 

ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diakomodasi hukum pidana.  

Proses pelaksanaan hukum pidana dari tahap pelaporan sampai putusan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil untuk pembuktian kasus dan materi 

kasus. Yang paling utama ialah kepentingan korban dalam proses pelaksanaan 

hukum pidana masih belum menjadi prioritas karena masih banyak regulasi dan 

kemampuan aparat penegak hukum yang belum memihak korban serta belum 

melek kasus kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Hukum pidana dan 

regulasinya hanya fokus pada hukuman untuk pelaku dan mengabaikan 

kepentingan pemulihan korban. Aspek tanggung jawab dan keterlibatan sosial 

dalam penyelesaian kasus tidak diakomodasi.  

Untuk meminimalisasi persoalan ini maka ditawarkan sebuah konsep 

keadilan yang sesungguhnya telah berada dan berakar pada tradisi bangsa 

Indonesia melalui hukum adat. Konsep ini ialah mekanisme keadilan restoratif 

yang mengatur penyelesaikan kasus yang melibatkan korban, pelaku, dan 

masyarakat dengan jalan mencapai kesepakatan damai dengan memberikan ganti 

rugi kepada korban yang mengalami kasus. Mekanisme keadilan restoratif sangat 

memberi perhatian pada korban lewat ganti rugi, pemulihan psikis dan 

rekonsiliasi sosial. Korban diberikan lebih banyak ruang untuk bersuara atas 

ketidakadilan yang dialami. Korban diberikan kesempatan untuk menarasikan 

kasusnya dengan detail tanpa ada pembuktian benar salah. Narasi korban tentang 

kasus yang terjadi padanya menjadi rujukan penyelesaian kasus. Keterlibatan 

masyarakat juga membantu korban mendapatkan pemulihan psiko-sosial dan 

terhindar dari stigma buruk. 

Meskipun demikian, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan 

dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang dapat dilakukan pendekatan ini antara lain pelecehan 

verbal, pemukulan, dan penelantaran pasangan pada kasus perkawinan yang tidak 

diatur undang-undang. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak 

bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah kasus bukan delik aduan dalam 
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Undang-Undang TPKS seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual fisik, dan 

eksploitasi seksual.  

 Pelaksanaan keadilan restoratif pada kasus kekekerasan terhadap 

perempuan di Kabupaten Sikka melalui hukum adat justru menjadi pilihan oleh 

banyak korban dan rekomendasi dari lembaga sosial bila korban memilih jalur 

damai. Perdamaian melalui hukum adat juga menjadi rujukan dari pihak 

kepolisian untuk melaksanakan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sampai 

putusan. Pilihan pelaksanaan keadilan restoratif melalui hukum adat justru banyak 

diambil korban karena di dalam hukum adat, korban mendapatkan haknya secara 

utuh sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. 

Meskipun demikian, perlu ada pengontrolan dan evaluasi terhadap aturan yang 

tidak lagi sesuai dengan konteks kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini juga 

termasuk dalam pengontrolan dan evaluasi terhadap strukur adat yang merugikan 

korban.  

Sebagai bagian dari pewartaan dan dukungan terhadap pelaksanaan 

keadilan, Gereja juga memiliki tanggung jawab dalam membantu penyelesaian 

kasus kekerasan terhadap perempuan. Di dalam Gereja, kasus kekerasan terhadap 

perempuan juga ditemukan dalam konteks tradisi Yahudi. Kasus kekerasan 

terhadap perempuan juga terjadi di dalam tubuh Gereja sendiri. Kaum perempuan 

menjadi korban relasi kuasa dan kedudukan kaum laki-laki. Yesus membela kaum 

perempuan yang mengalami ketidakadilan serentak menawarkan jalan tanpa 

hukuman dalam penyelesaian kasus. Jalan yang ditawarkan Yesus yakni 

perdamaian yang dicapai melalui keadilan. Yesus datang untuk membela dan 

memulihkan relasi antar sesama dengan jalan cinta kasih. Konsep keadilan 

restoratif adalah sebuah alternatif penyelesaian konflik kekerasan terhadap 

perempuan tanpa melalui kekerasan. Konsep keadilan restoratif bisa direfleksikan 

ke dalam konteks iman Kristen dalam penyelesaian konflik dengan berujung pada 

pemulihan relasi antar pribadi dan sosial.  

Tugas pemerintah dan Gereja tidak sekadar melakukan seruan profetis atas 

kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi mesti bergerak ke pendampingan 

perempuan korban kekerasan dan membantu korban kekerasan mendapatkan 

akses keadilan atas kasus yang terjadi. Tugas lain yang lebih urgen yakni 



140 
 

membongkar struktur ketidakadilan yang dibentuk di dalam masyarakat melalui 

budaya patriarki dan struktur hukum yang juga mendiskriminasikan keadilan bagi 

kaum perempuan. Struktur ini mencakup penerapan hukum yang justru biar 

gender dan tidak mengakomodasi kepentingan bagi perempuan korban kekerasan.  

5.2 Rekomendasi 

 Penelitian tesis ini tentu memberikan banyak masukan dan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Untuk itu, berikut 

ini diuraikan rekomendasi untuk beberapa pihak terkait kasus kekerasan terhadap 

perempuan. 

5.2.1 Rekomendasi untuk Aparat Penegak Hukum 

 Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka 

sering tidak berjalan dengan baik karena aparat penegak hukum belum 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Aparat penegak hukum diarahkan untuk 

memiliki kepekaan terhadap perempuan korban kekerasan sehingga korban dapat 

terbuka untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Aparat penegak hukum 

perlu memiliki pengetahuan tentang HAM dan kasus kekerasan terhadap 

perempuan sehingga cepat dan tepat dalam mengambil tindakan untuk 

penyelesaian kasus. 

 Aparat penegak hukum juga diarahkan untuk menciptakan prosedur yang 

membuat korban tidak takut untuk menceritakan kasusnya. Prosedur yang terlalu 

kaku, suasana yang tegang membuat korban enggan untuk menarasikan kasusnnya 

dengan baik. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya Polres Sikka dianjurkan 

untuk memiliki rumah aman (shelter) bagi pendampingan korban dan saksi kasus 

kekerasan. Ini penting untuk memberikan rasa aman bagi korban dan saksi serta 

menghindarkan korban dan saksi dari intervensi pihak lain. Dengan adanya rumah 

aman, pendampingan berkelanjutan bagi perempuan korban kekerasan dapat 

berjalan maksimal.  

5.2.2 Rekomendasi untuk Lembaga Layanan Sosial 

 Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan perlu melibatkan 

lembaga layanan sosial di Kabupaten Sikka seperti TRUK-F dan UPTD PPA 

Kabupaten Sikka. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten 
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Sikka justru dilaporkan ke kedua lembaga ini. Kedua lembaga ini diminta korban 

untuk memfasilitasi penyelesaian kasus kekerasan. Kedua lembaga ini memiliki 

pelayanan yang utuh mulai dari menerima laporan, memberi arahan penyelesaian, 

dan pendampingan untuk trauma korban. 

 Pelaksanaan keadilan restoratif bagi kasus kekerasan terhadap perempuan 

sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga sosial ini. 

Dalam pelaksanaannya lembaga sosial hanya menjadi fasilitator dalam 

pelaksanaan dan penyelesaian kasus kekerasan. Lembaga sosial belum memiliki 

aturan sendiri atau langkah-langkah berkaitan dengan legalitas internal 

pelaksanaan keadilan restoratif. Aturan dalam lembaga dalam melalukan mediasi 

tentunya memiliki pertimbangan yang lebih besar kepada korban karena korban 

telah diterima, didampingi, diarahkan, dalam proses pelayanan. Petugas sosial 

lebih mengetahui dengan baik situasi dan kebutuhan korban yang harus 

dipulihkan.  

 TRUK-F dan UPTD PPA Sikka juga perlu memaksimalkan program 

penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan ke desa-desa agar masyarakat 

memiliki pengetahuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan berani 

unuk speak up kasus kekerasan yang terjadi pada diri sendiri maupun di dalam 

masyarakat. Kedua lembaga perlu membuat sosialisasi tentang faktor penyebab 

kekerasan terhadap perempuan, jenis-jenis kasus kekerasan terhadap perempuan, 

dan proses penyelesaian kasus kekerasan sesuai aturan pidana maupun hukum 

adat yang berlaku di wilayah bersangkutan. 

5.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Adat 

 Pemerintah perlu mengawasi aturan-aturan penyelesaian kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan. 

Keadilan di sini mencakup keterlibatan korban dalam proses, tanggung jawab 

kerusakan yang dialami korban, dan pemulihan korban pasca kasus yang dialami. 

Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial pada perempuan korban 

kekerasan untuk proses pemulihan melalui TRUK-F dan UPTD PPA Sikka. 

Anggaran dana yang diberikan sebaiknya termasuk pendirian shelter khusus 

pemerintah untuk menampung perempuan korban kekerasan. 
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Selanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan kesempatan kepada 

masyarakat melalui pemerintah desa untuk melihat nilai-nilai lokal penyelesaian 

kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah desa perlu membentuk lembaga 

adat dengan aturan adat yang disepakati bersama. Selain itu, pemerintah juga 

perlu mengontrol pelaksanaan keadilan restoratif pada lembaga adat yang kadang 

tidak memberikan keadilan bagi korban karena struktur adat dalam hukum adat 

yang tidak jelas. Di dalam hukum adat tidak diperbolehkan penyelesaian kasus 

kekerasan terhadap perempuan khususnya korban pemerkosaan dengan 

menikahkan korban dan pelaku karena hal ini menimbulkan trauma yang lebih 

besar pada korban. Hukum adat melarang praktek ini karena menikahkan korban 

dan pelaku pemerkosaan dianggap mendatangkan aib. Dalam praktik masyarakat 

terdahulu, pelaku pemerkosaan biasanya diusir dari kampung setelah membayar 

denda adat. 

Untuk itu, wilayah-wilayah yang masih menerapkan hukum adat perlu 

merestrukturisasi hukum adat yang tidak memihak perempuan korban kekerasan. 

Dalam proses restrukturisasi dan konstruksi aturan hukum adat ini juga perlu 

melibatkan lembaga sosial dan tokoh perempuan, serta korban agar aturan yang 

dibuat sungguh memberikan keadilan bagi korban dan pelaku serta memberikan 

manfaat hukum bagi masyarakat.  

5.2.4 Rekomendasi untuk Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka 

 Kaum perempuan menjadi kaum yang paling rentan mengalami kekerasan 

oleh laki-laki. Yang perlu ditingkatkan ialah pengetahuan tentang kasus kekerasan 

yang terjadi baik bentuk maupun motif kasus kekerasan oleh laki-laki. 

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan justru terjadi karena banyak 

kaum perempuan merasa itu kasus biasa. Kaum perempuan melihat kekerasan 

seperti kekerasan verbal dan psikis adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga merasa tidak perlu dilaporkan. 

Kaum perempuan di Kabupaten Sikka juga mesti berani speak up atas 

kasus yang terjadi pada diri sendiri maupun sesama perempuan. Keberanian ini 

membutuhkan dukungan dari keluarga, sahabat, dan kenalan sehingga perempuan 

korban kekerasan tidak dipersalahkan atas kasus yang terjadi padanya. 

Stigmatisasi korban memberikan kemungkinan pada korban untuk takut 
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melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap 

perempuan dimulai saat korban dan kaum perempuan berani untuk meneriakkan 

kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya. Jika dibiarkan maka akan ada bentuk 

kasus kekerasan lain yang terjadi. 

5.2.5 Rekomendasi untuk Masyarakat di Kabupaten Sikka 

 Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kasus yang sering 

terjadi di dalam masyarakat namun belum dapat diselesaikan karena banyak kasus 

yang tidak dilaporkan. Masyarakat mengetahui dengan baik kasus yang terjadi 

tetapi merasa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus privat. 

Akibatnya, penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan di suatu wilayah 

mengalami kesulitan. Masyarakat perlu membangun kesadaran akan kerugian 

yang dialami dari kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Masyarakat Kabupaten Sikka juga perlu berpartisipasi dalam membangun 

budaya perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat 

diarahkan untuk mengkritik budaya victim blaming, mempersalahkan korban atas 

kasus kekerasan yang terjadi. Ini penting agar masyarakat lebih berpihak pada 

korban dan melindungi korban kekerasan ketimbang mendiskriminasikan korban 

kekerasan. Selain itu, masyarakat perlu mengawal pelaksanaan mekanisme hukum 

adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga perlu 

memiliki partisipasi dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Partisipasi ini mesti lahir dalam bentuk trauma bonding (ikatan trauma) 

masyarakat dengan korban dan mengawal perbuatan pelaku. Semakin besar 

partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus semakin besar pula 

peluang untuk meminimalisasi stigma. 

Budaya dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat seperti 

budaya penghargaan terhadap kaum perempuan mesti diajarkan kepada semua 

anggota masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat tidak menjadi pelaku sekaligus 

korban kekerasan. Nilai-nilai penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan 

harus direalisasikan dalam aturan tertulis sehingga semakin banyak masyarakat 

yang paham pada isu kekerasan terhadap perempuan.  
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5.2.6 Rekomendasi untuk Gereja Lokal Keuskupan Maumere 

Gereja lokal juga perlu peka terhadap perempuan korban kekerasan 

dengan memberi pendampingan kepada korban, menerima korban kehidupan 

menggereja. Gereja lokal juga perlu memiliki semacam unit untuk menyelesaikan 

persoalan kekerasan terhadap perempuan. Gereja bermitra dengan pemerintah dan 

lembaga sosial yang memiliki kepedulian terhadap perempuan korban kekerasan 

dengan membentuk unit penyelesaian kasus kekerasan melalui pendekatan 

keadilan restoratif. 

Untuk proses pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, Gereja 

perlu memberikan sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan 

melalui khotbah mimbar, katekese tentang kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Gereja lokal sebagai bagian dari komunitas sosial perlu terlibat dalam mendukung 

perempuan korban kekerasan. Dukungan ini dimulai dari tidak menjadi pelaku 

kekerasan terhadap perempuan, bekerjasama memberikan pengetahuan tentang 

kekerasan terhadap perempuan mulai dari komunitas basis, membantu korban 

mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian kasus dengan membongkar 

struktur yang tidak adil. Selain itu, Gereja juga turut terlibat dengan mendirikan 

semacam lembaga pendampingan korban di paroki yang bekerja berkelanjutan 

untuk mendampingi dan memulihkan anggota Gereja yang menjadi korban 

kekerasan.  
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